
a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86. Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka seluruh Perangkat
.Daerah wajib menyusun rancangan akhir Rencana Kerja
Perangkat Daerah untuk diverifikasi dan disampaikan
kepada Kepala Daerah me1alui Sekretaris Daerah untuk
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang
Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan .Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan an tara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4664);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4664);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Penanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN)2015-2019;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2020;

20. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Tengah Tahun 2010 Nomor 04);



3. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Hulu Sungai Tengah
selanjutnya di sebut dengan Bupati;

4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses
penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai
unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayahj daerah dalam
jangka waktu tertentu;

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
pengurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
otonom;

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

BABI
KETENTUANUMUM

Pasall

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAB TABUN 2020 DI
LINGKUNGANPEMERINTAHKABUPATENBULU SUNGAI
TENGAH

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2016-·2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 05);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13
Tahun 2016 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2036
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun
2016 Nomor 13);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah.



Program, kegiatan, indikator, target dan pagu indikatif sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BABIII
PROGRAM,KEGIATAN,INDIKATOR,TARGETDANPAGUINDIKATIF

Pasal 3

Maksud dan tujuan Penetapan Renja PD adalah dalam rangka
penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang lebih
sistematis, terarah dan berkesinambungan.

Pasal 2

BAB II
MAKSUDDANTUJUAN

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode
1 (satu) tahun;

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang se1anjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan
daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

7. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah
dokumen perencanaan pembangunan pemerintah secara nasional
untuk periode 1 (satu) tahun;

8. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan
DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah;

9. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Daerah yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah Badan
Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

10. Rencana Strategis Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renstra
PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5
(lima) tahun;

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah se1anjutnya disingkat Renja PD
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.



AKHMADTAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATENHULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2019, NOMOR 13

Diundangkan di Barabai
pada tanggal ..2(, ,Ju\i :20\9

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENHULU SUN AI TENGAH,

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal :1" ju\i 201~

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Diundangkan.

Pasa14

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP


